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BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 7/ TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG
PERIODE TAHUN 2017-2022

BUPATI SINTANG,

Menimbang :a. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang
bertentangan dengan harkat dan martabat manusia
dan melanggar hak asasi manusia yang harus
dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintahan
dan setiap orang, maka itu Pemerintahan Kabupaten
Sintang berkewajiban untuk mencegah dan
memberikan perlindungan korban perdagangan
orang, melalui tindakan pencegahan dan
penanganan korban perdagangan orang;

b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintahan
Daerah wajib membuat kebijakan, Program,
Kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk
melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Masalah
Perdagangan Orang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan
Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak
Kabupaten Sintang Periode Tahun 2017 - Tahun

2022;

Mengingat...
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;

11. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi
Seksual Komersial Anak;

13. Pembentukan dan Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sintang(Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG RENCANA

AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG
PERIODE TAHUN 2017-2022

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

& W

Daerah adalah Kabupaten Sintang

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Sintang
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
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(2) Gugus Tugas Kabupaten Berkedudukan di Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang.

(3) Susunan Organisasi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)
terdin atas:
a. Pengarah;
b. Ketua;

Ketua Haran;

Wakil Ketua

Sekretaris;

Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan;

Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Hukum,;

. Sub Gugus Tugas Bidang Perlindungan, Rehabilitasi,

Pemulangan dan Reintegrasi
i. Sub Gugus Tugas Bidang Kerjasama dan Koordinasi;

T e a0

(4) Susunan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3)
tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

(5) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), berada dibawah dan
bertanggungjawab Kepada Bupati.

BAB 111
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Maksud pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan
Perdagangan Orang adalah untuk menjamin peningkatan upaya-
upaya pengcegahan, penghapusan dan perlindungan korban
Perdagangan orang dan terselenggaranya Rencana Aksi daerah
Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang
(traffiking) terutama bagl perempuan dan anak di Kabupaten
Sintang.

{2) Tujuan dari Pembentukan Gugus Tugas ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan umum yang ingin dicapai Gugus Tugas PPPO adalah
membuat dan melaksanakan hukum serta kebijakan terkait
dengan perdagangan orang;

b. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1) mencegah, melindungi dan menangani bentuk-bentuk Tindak
Pidana Perdagangan Orang;

2) tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya Tindak
Pidana Perdagangan Orang;

3) tersedianya data-data korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang serta penanganannya,

4} Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Pencegahan
dan Penghapusan Perdagangan Orang khusunya perempuan

Anrm amalr A Walasmatern Qinrana
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f. Mel.aporkan perkembangan pelaksanaan dalam upaya Rencana
Aksi Daerah Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang

(Trafficking) terhadap perempuan dan anak kepada Bupati
Sintang.

(3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi
Daerah Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan
Orang (Trafficking) terutama terhadap perempuan dan anak dibentuk
Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 6

Untuk kelancaran terlaksana Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas
Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) terutama
perempuan dan anak di Kabupaten Sintang, Rencana Aksi Daerah dalam
bentuk Sub Gugus Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan
ini.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 7

(1) Gugus Tugas menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk :
a. Analisis perkembangan,;
b. Kemajuan yang dicapai dan kinerja yang dijalankan selama 6
(enam) bulan;
c. Rekomendasi;
d. Laporan tahunan dan periodik disampaikan dan di konsultasikan
ke stakeholders/publik.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang
berkaitan dengan pencegahan terjadinya perdagangan orang dan
penanganan korban perdagangan orang melalui advokasi, sosialisasi,
pembuatan pedoman, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan
dan pelatihan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
a. melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan
masyarakat tentang pencegahan dan penanganan korban
perdagangan orang schingga masyarakat memiliki pengetahuan
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati Sintang ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Sintang ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal,& A,m, 2017

BUPATI SINTANG,

b

v
" JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal,§ At!C 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
~ @y, *

YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 246
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SUB GUGUS TUGAS PENEGAK HUKUM
Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
Anggota . 1. Kepala Satuan Reserse Knminal Polisi
Resor Sintang
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Sintang
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Sintang
4. Kepala Satuan Intel Komandan Distrik Militer
Sintang
Kapala Satuan Reserse Kriminal Polres Sintang
. Kepala Bidang Tenaga Kemna Dinas Tenaga
Transmigras: Kabupaten Sintang
7. Kepala sub bagian Bantuan Hukum Bagian
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten
Sintang
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Sintang
. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Polisi Resor Sintang

o W

o

SUB GUGUS TUGAS PERLINDUNGAN, REHABILITASI (KESEHATAN,
SOSIAL) PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

Koordmator - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang
Anggota - 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sintang
2. Direktur RSUD Ade Mohammad Djoen Kabupaten
Sintang
3 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten
Sintang
4 Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten
Sintang
Kepala Bidang Informasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sintang

le

6. Kepala Bidang Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Sintang

7. Kepala Sub bagian Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesechatan Kabupaten Sintang

8 Kepala Subbagian Aparatur dan Umum Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang

9. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kementerian
Agama (Islam, Kristen, Khatolik) Kabupaten Sintang

SUB GUGUS...
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR :8/> TAHUN 2017

TANGGAL  :3 AP4)C TAHUN 2017

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN
PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN
SINTANG PERIODE TAHUN 2017-2022

RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)
TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN SINTANG
PERIODE 2017-2022

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Maraknya perdagangan orang terutama perempuan dan anak pada
dewasa ini merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia.
Issu perdagangan orang merupakan suatu fenomena global, dan kasus
perdagangan orang baik antar Negara maupun dalam suatu Negara
telah dilakukan oleh jaringan yang terorganisir, bahkan realitas
menunjukkan ketika ekonomi semakin terpuruk semakin banyak
perempuan dan anak yang dikerjakan, diperdagangkan dan
dilecehkan.

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak yang berasal dari
Indonesia terjadi baik dalam negeri maupun keluar negeri.
Perdagangan orang semakin marak seiring dengan maraknya
pengiriman Tenaga Kerja Wanita keluar negeri. Banyak kasus
penipuan yang dilakukan oleh sindikat dimana kepada calon Tenaga
Kerja Wanita dijanjikan pekerjaan, tetapi mereka diperdagangkan
menjadi korban yang dilacurkan secara paksa, bahkan Tenaga Kerja
Wanita illegal yang diusir dari Malaysia pun menjadi sasaran sindikat
perdagangan orang.

Berbagai modus operandi yang terjadi diantaranya perekrutan dan
pengiriman manusia (perempuan dan anak), dimulai dari tingkat
bawah, yaitu dengan mendatangi wilayah-wilayah sentra pengiriman
buruh migran yang berada di desa-desa di wilayah kabupaten. Adapun
sentra pengirimannya adalah diwilayah kabupaten.

Dimulai...



W

onof

B. LANDASAN HUKUM
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10.

11.
12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteran Anak.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Lua:
Negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas
Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Ttahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja ke Luar Negeri.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas
Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi
Konvensi Hak Anak.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi
Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak.

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasionl Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Trafficking.

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutan Gender dalam
Pembangan Daerah.

Keputusan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M. 101-PR.09.05 Tahun 2004 dan
Nomor : 473 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Propinsi
Kalimantan Brat 2004 - 2009.

Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor : F.Um.02.02-1048 tentang

Pencegahan Perdagangan Perempuan dengan Mengontrol
Pemberian Paspor Republik Indonesia
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E. PELUANG DAN TANTANGAN
1. Peluang :

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak
pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak in:
memiliki secercah harapan yang positif, apabila dimanfaatkan
secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan kondisi yang sudah terbangun yang dapat menjad:
penunjang dan sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya
tersebut antara lain :

1. Adanya komitmen Internasional dan Pemerintah Pusat dan
Daerah.

2. Tumbuhnya pelayanan berbasis masyarakat (LSM, Ormas,
Tomas, Toga, Todat, Organisasi Keagamaan, Akademisi).

Akses informasi dalam upaya membentuk jaringan (networking).

. Adanya ketersediaan layanan masyarakat : bidang sosial,

budaya, politik, ekonomi, hukum dan media masa.
5. Otonomi Daerah lebih mendukung upaya penanggulangan tindak

W

pidana perdagangan orang.
6. Adanya pemahaman dan penyadaran tentang Hak Asasi
Manusia.
7. Tersedianya anggaran untuk penanganan tindak pidana
peradagangan orang.
2. Tantangan

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak
pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak tidaklah
mudah dan sederhana. Berbagai hambatan, tantangan dan
ancaman dalam upaya penghapusan senantiasa menghadang dalam
berbagai bentuk, kuantitas dan kualitasnya, yang sudah barang
tentu harus ditemukan jalan keluarnya. Adapun secara umum
permasalahan, tantangan dan hambatan yang dihadapi itu antara
lain :

1. Meningkatnya permintaan tenaga kerja perempuan dan
meningkatnya Pekerja Seks Komersial (PSK).

Tingkat keterampilan yang dimiliki pekerja tidak sesuai dengan
pasar kerja.

Lemahnya koordinasi antar instansi terkait.

Lemahnya penegak hukum.

Adanya sindikat tindak pidana perdagangan orang.

Mudahnya akses transportasi keluar negeri.

Pergeseran nilai/norma dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang masih diskriminatif dan bias gender.

™~
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d. Digunakan perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan
Gender.

e. Peningkatan pusat layanan medis pada rumah sakit dalam
memberikan rehabilitasi medis kepada korban perdagangan
orang, khususnya perempuan dan anak di Kabupaten
Sintang.

f. Peningkatan kuantitas dan kualitas pusat pelayanan krisis
untuk perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban
perdagangan orang khususnya perempuan dan anak di
seluruh wilayah Kabupaten Sintang, terutama daerah-daerah
berisiko tinggi.

g. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, terutama
perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan,
pelatihan, peningkatan pendapatan (ekonomi), kesehatan dan
pelayanan sosial.

h. Terbentuk perangkat hukum dalam upaya penghapusan
Trafficking (Undang-Undang, PP, Keppres, Peraturan Daerah,
Surat Keputusan).

i. Adanya harmonisasi peraturan-peraturan lokal dengan
standart kebijakan berkaitan dengan Trafficking perempuan
dan anak.

j. Adanya persamaan persepsi dalam penanganan kasus
Trafficking ditingkat aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa,
Pengacara/Advokat dan polisi).

k. Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan (Trafficking)
secara bertahap serta meningkatnya jumlah kasus yang
diproses ke pengadilan.

1. Terbentuknya jaringan kerja (Networking) dalam kemitraan
antara Daerah dengan pusat, juga kerjasama regional dan
internasional.

m. Dialokasikannya anggaran untuk pencegahan, implementasi
kebijakan, rehabilitas dan reintegrasi sosial dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Sintang
setiap tahunnya.

B. STRATEGI

Agar pencapaian hasil pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) ini
dapat optimal, maka diperlukan langkah-langkah strategis melalui:

1. Membangun Aliansi strategis dengan berbagai instansi atau
sektor terkait, serta pemangku kepentingan (stakeholders) untuk
membangun komitmen bersama. Sehingga Rencana Aksi Daerah
(RAD) ini akan menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan
dibidang ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan,
kepariwisataan, kesehatan, dan sebagainya;

N Mormbarntiilr
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : &4
TANGGAL : R Aﬁ@/(,

TAHUN 2017

2017

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN
PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN
SINTANG PERIODE TAHUN 2017-2022

SUSUNAN TIM AKSI DAERAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) TERUTAMA
PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE 2017-2022

NO

JABATAN DALAM
KEANGGOTAAN

JABATAN POKOK

2

3

Pelindung

- Bupati Sintang

- Kepala Polisi Resor Sintang

- Kepala Kejaksaan Nege
Sintang

- Kepala Pengadilan Nege
Sintang

- Dandim 120S Sintang

Ketua

Wakil Bupati Sintang

Wakil Ketua 1

Sekretaris Daerah Kabupate
Sintang

Wakil Ketua Il

Kepala Badan Perencanaa
Pembangunan Daera
Kabupaten Sintang

Ketua Harian

Kepala Dinas Keluarg
Berencana, Pemberdayaa
Perempuan, dan Perlindunga
Anak Kabupaten Sintang

Sekretaris

Kepala Bidang Pemberdayaa
Perempuan Dinas Keluarg
Berencana, Pemberdayaa
Perempuan dan Perlindunga
Anak Kabupaten Sintang

Bendahara

Kepala Seksi Perlindunga
Perempuan Dinas Keluarg
Berencana, Pemberdayaa
Perempuan dan Perlindunga:
Anak Kabupaten Sintang

Anggota

- Kepala Dinas Pendidika:
Kabupaten Sintang

- Kepala Dinas Sosia
Kabupaten Sintang

- Kepala Dinas Perhubungar
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Kepala Bidang Rehabilitasi
sosial, Perlindungan dan
Jaminan Sosial Kabupaten
Sintang

Kepala Seksi
Pengarusutamaan gender
Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan  Perempuan
dan  Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang

Kepala Seksi Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan
Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang.

Kepala Seksi Perlindungan
Anak Dinas Keluarga
Berencana ,Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang.

Kepala Seksi Kesejahteraan
Anak Dinas Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang

Ketua Tim Penggerak PKK
Kabupaten Sintang

BUPATI SINTANG, §

N -

JAROT WINARNO




. gnon‘za

w 1 P
w 3uesro ue
W Suedepsad Sueymig
eAutpe(a) unedngey
wwerynn | Bueo
m m | peluaw uedueSepiad
| W Jueiueye snsey  €18p
. W * mjay/esap ISBYJUIA
! _ BUIS
W | ueIewedy
L g
, " | uarednqey
m _ geAe[v
elmsey Bueymg
ynuapua] p| udednqey
Sueio ue p 3ueio
Buedepiad ue3uedepiod
snsey elurpel1a)
“ aseqerep uemel
eluepy 3| YUN/ISENO]
Sueyng eAuueyis
uaredngey eYynuapua
p
3ueio ue (infuepiaq
3uelepiod ueeIepudd)
Ye[esew elep u
ueejowad IPRINWRg
ISBUTWUSSTP Sueyng
[isey udjednqey
BAuepy ‘q|1p  Bueio
ueduedepiad
Jeresew
ueejowad




- 00004

- - Buemyiag 5 [ uaFou renpay
usdou | el1ayaq ueye IDLL uores uep
Ten[oy 3uel DIL Jeyere sew
el1oyaq uored  13eq epeday uadou
wn[aqas uewopad | renj Ip e(1ayaq
eAutp (g uep | ered vie)
1syaj01d 1yea) edniaq uep mpasosd
redeqos ISeuLIOjul Sumyuy
DIL ekuepy IsesifeIsOg -
uoed U ua3au
eureyewad DiLedd Ten 1p el1ayoq
uep [eXaq wep IL(d 3ued  pIL 3ueio
eAuepy °q elioury uejedwouad ue3uedepiad
DIL(d depeyiay uep ueqJoy
eliouny ueredsuen ueynnyauad pefuaw
Bueynig qey Bueyu Buel sasoxd yres3rur
IseIgruisuel, uey ! swstreyaw ureep [Ld e(ayad yedueq
uep  ely sextqndip uep elrouny e33uryas
edeus] Buek uesemeduad depeyin Iserdnu
seui( yipoaxd Buvjuxy Juyaye sasoad  eped
ST ‘Bueyurg BIROIS ueIne uesemeduad uesemeduad
usisijodo)y] ‘qe) ueiode| uep  WaIsAs w2)SAs uep Suuojiuow
jeredy | eisog seurq X sAuepy ® eAuepy ‘| un3uequay BAUYBW |
‘ueqIoy
pefusw
Aepn ymun e
Auuredunyur|
uep up
Isya01dwowr
yedep
rede  ‘Buuio ye[oyas Ip
.p«“aww_m ueduedepiad uerefejoquiad
-4l ‘8u euepid [e00]




.agnane?

s 2 et

|

] ] uzBuedepiad | ¥un Ip uemel J0u Ip ]
| . “ euepid | uesemeduad s srue ‘
| M _ Yepury  snsey wasAs uesemeSuad m
W m B eAufueinyiog | eAuuerelag e | ieapiadwop M
1 - 1 jesede 1
M | uep  ALfd |
| | elisuny
m depeysa
| eNeIRiseus
| | urejdusoy |
| juwsodeipd | |
| | i
! eAuepy q | |
m usBou M m
| :n:_ | |
| ‘uep  yeisep | | m
P PALrd | [euotsewisuy | M
| | eloury | uep Jusswop w
| - depeym | elayed W
M . uemdsuen | uemedwsuad | euossewamy |
“ | Bued | vep | usp |
! m [euowewswl | isenpasde | ueynasad Mﬂﬁﬂsv&&ad
| Hy'l | Pumpng ey | uep u_gaw mpre | sasosd weep | ueedwsusd
urpss | eS| | elsyad  swsweyaw Mitdd | uep umnuyaiad |
ey u wep eliay - umedussusd | uep | elioury | sasoxd  wmepep
EAPpIS 4 wheus | uep | uesemeBusd depeyin W uesemeBuad |
| swuiy) | v | L umniasad | Bumuzn F1i0 =T T u»&:a&o
L Bumpng Pusysss, | Csamoud urepep | ueame | umsemeBusd | wingaq pudIEy |
44 o | umemeBuad | washs | wanshs | peBay aac: m
‘ MAT LY S e swii( | | h Jsgy ” -»é., e _ gj.@wii Axﬂ.m«u! xmxﬁm al

Rt msm e o




0f

ONUVNIM LOYYT

] T ] Jueio 1
| m | ueduedepiad

! i

m H. | | URMEI

v m ,M M yradep

” { |

w | M “ ue P unysiu
“ | | :

| “ _ _ | duresaoy edrenjay

| i | i i

|| L ww tBoq ;

B S by

B e A R



ano

i e - ! - oy
| ~ snsnyy
_H Suvru vAuepe
v \ uep wnuadal
| w
| ‘ 12 wnsiA ‘ue
, M eaerad dew
w el
M m uvuede|
“ M nndijow snsnyy Jueru
m Suel uequoy uep wnuadas
m uwin(ue| 12 winsiA ‘deui
URIRYIsdy lemuiiuwn(ue)
usuRA®R| unemesad
uBynIngay usueA®R|
BAURIpISIO] UBYBIPIAUS
ueqioy
uwyn(ire 10 .
P SRR ue3uedep..
uRIBYIsIY ugnlue) Buwio uequ
Sumuig Suayuig usueLe) uwpeyesay ueSuedepsad B —_—
i USON uBJRYSS:
qey u2olg | uarednge)y ueymIngay ueueLe) eped  umniue)

o e < uwyBYISAY weusispad W
peurureyojy | UBIByasay BAUUBYIS usymngay ueusky] | UeYere33udfos)
BV 'S seuid | X X X i X X | eyyhuspua] m Iseyynuapy e URYLIDQUIDJA wmyd

SY uep
ﬁ Sumwg |  sewsoysnd M ‘ B




~ 0000

ONYVYNIM LOYVT

¥

‘“ONVINIS LLVdNd

siyjisd eswoos

uwp

usqioy

Bueso
uvBuvBepsad
siyisd
Suidwepuad

Buwio
ueBuwBuepsad |




“ w . .‘ ., i
| f ” i | |

| I ey
Buepas w m s |

i
| o | | il |
m vdd W1 | & m m w N _ Buwio |
| | Bumuig ey | | |
| Bueysg | : w | w “ .. | 1ewejas ueduop | us:c ggwgé,
| quy | Eh | | | | ueBuad | ..a.aaa_&“ ueqioy | eped siweqiq usp |
i | e _ , i .@ _ W | i
| vzdizd M b | m | m . M oA ren |3y ueqoy | (Feq uwwe Buel | M ueusre Fued nﬁki
voaBusg | L ” w , u |nee  eBseniay cﬂg‘% weBuwnwad | §&m
,S.SW g w | (M uequay | rensos uep ususe aas: il
» .w:ssw “Bueyng m | m ” wedep Bueso _ Buef ueBuenwad m sedn Buam urduenusad
, _, n w | w m, W.
qey | M qey m ! ~ | “ urBuedepiad m ueuele] | ”hﬁa :aE?oQ_ vAupninmisy |
| vedgya [ [Psos wewa | X | x | X | x | X | | ueqoy Seof Smmposo) | wepeyiopuo | wneg
! b | - _ ,
' i i { '
f m m m w w A eAriq seqaq W ueBueBepsad | |
- Bumug | Bumuigqey | | | | K ,
, (suel M | .. . [
M,, 3 h | w_ | w T.Qé.ﬁ.ﬁ_._éé weqioy | ﬁa_.&aﬁ misw
! <§E”§v QEMN ! | | veusferad | qmun e | o ..xte_, wwepid |
. ﬂﬁumcum edpus] . ” w ueyiedepusw MRYNS/[BISOS | YUn RIS | yppy c!te_
! | | | /13Y3ys e1sos | ey |
WST | seul(] | Sueio weBnpuigiag | g3t
M | “ uedunpuijsed M venq Sues
| “Bumuig m “Bueiug | | ueduedepiad | ewny Ip [e1SOS | Yewnup [EI1SOS | ' persos e
| | tseupIgeyas M
M @ | qe | euspid  YUpUL | ISTUIIGEYRS WU | e eioury | weue <ej>d
w -
| | us YISepN | |
m!<mm§ w eisog seuyj X X X X X ueqioy  denag elueiposio] |  uepexd 32% eAuyeway _
Wr Bueyng M Live

¢ @




- +000

e e ek A A A o .

ONJIVNIM LOUVT
w
ONVLNIS ILVdNd
isosoyisd
usp (WOUOKd
1019s  sped
IUOUOYD uzjenduad
Byes() uRLIIpUBLLIYY uBLIRqIW
glun(g uep ymun
‘Sunyuig uejidurBio)ey ueqioy ifeq
‘qe yIwow uejiduwesa)oy
Mid-dL usqioy ‘q ueyhejad q
‘WMN  uep Bueiuls qey JByBIBASBUW U
1seodoy Iseirwsuel ] veAepioquad uegloy 13eq fuwio
‘Sepuuog | Wep B wesSoid uep wedvioq Juwk usBuvBepiad \
( ma.a_a edeud | ISBS1|RISOS uvidwesnoy F:!te- smyijeny o
i ———




.0|

(wryeH)
agaN
ue[Ipeduad
‘Ha3aN
ueesyeloy
‘uersijoday
‘Buruig
LD |
vedgAd

Jopuad jipyedsiad
ueduap
ueytesajostp
Suelo
ueduedepiad
suepid Yepun

SNSBY-SNSBY|

wnyny yeJauad
Jerede 13eq

wnyny 1seuuojul
ueSuequoduad
uep  ueyipipuad
wes3oad
BAUBURSYBLS |

| usuesueud

Jeyuad
wyeH
uere3oAuad
uep
ueyiprpuad
UBYB[SN 3
“Bueio
uedueepiad
suepid
yepul
reusFusw
wmmy
ISBULIOJUl UB
Buequia3uad
uep
uey1pipuad
UBnyeldN 'q
‘Buelo
ueduedepiad
ereyuad
uexyipiAuad
u
eyIpijaAuad
‘ue
deyBunl3uad
wrejep u
Bidure1sioy
ue
Buequa3uad

usp
ueyiptpuad
UBIYEPN P

Bueio
ue3uedepiad
ereysad
usuedusuad
wejep

Jopuaf  dAnIsuas
Suek  (yiprhuag
‘wnyny IMuUNudd
‘esef  ‘WEH)
wnyny  yeSouad
sAepraquns
RAUBIPOSID |

‘Burio




-+ 000C

ONUVNIM LONVE

 sse——

el ———————

..>.=:_,.._
Sunynpuad
INyus  uep
UBQOy ISYBS
‘Burdwepuad
ustad ueBuop
jewndo

wBdos

AR L S B e S L A A AT o i FNGAEGE W o s PR Sl BB N A



6000

ueej033uedy jedep uep | yepun snsey u | yepun w....z..gM
weep yeysol | udednqey eAuueng denas | ymun  oseqeiep | exSuequisBusw | ,
J0P}3S BNWSS Vedadid oepdrusy  eie(] | wAsAs  eAuepy | uep ymusqUIS eAuwnury
Bueio
ue3uedepiad Bueiso
suepid yepun ueduedepsod
Buwua) Bwes guepid
3ueA ueweyewad | yepun Surmuay
D waw ueweyewad _
gjoy/utedngey ueeyduiuow m
‘isutaosd jexduny | ymun sg3m “
ip sedn) joB3uy | sn8nd  ejoB3ue ”
Beq  ueyne|ad “
eueOuUal | UBp  ueIptpuad *
rensas  uepeliaq eAuepy
ueyed3dueld)
ueunye) [ewndo
el1oy euedudy | eredas  ueeliaq |  woyuedngey
epe yepns Buek “sutaosd
wi u ejoy/udednqey | sedn| sndns) | P dumQ
| emofBueoy | | | ] | f | ] wumed] | uoebepnd L

- T BT i 5 s R B A A R i B S ol T S R 55 v






- 00ONKF

M sedm masawﬂu iseuedsuen B
“ nofdue  denosip awsiugyaw
m ursed3uv 1seyo|y eluepy
| Jueo | (V) o)
W uvduedepsad AdNS/A0192s
m_ | vuwprd seuy|
w w Yepun uryningoy Juisew-Juisew
| N rensos sasye | ueunye;  eloy
_ _ 1p wedep wipassa) | vuwdUM  wejep Suwio
m m Juel vue(] | lenuud)  sefing ueduedepiad v{uuevrunIsuad
w | sndne)  ueunye] | euepid  yepuy urejep
“ | Sueso | vy  euwdudy uvueduwuad isueredsuwy)
% W ueduesepiad wepep sAunewa)
“ wn , | W | euepid  yepun ‘uered3ue | eluuveunfBuad | uep ueedRuesuad
| uemoRSuedy | ‘ M weueSuruad wnseyoeduad uep | weep ISRUIpIOOY
m wejep NEW | fumurg | “ “ ynun weunsndad | uwnreSRueduad sAuywwo| |
songes enwdy | wayedngey | M snsnyy ueredSue ISRuIpIOOY w seupIOOY, wuepaaquins |
'VQ3ddVE ,...,.A::nfH X | x | x L« X Tﬁf%iuaﬁ.tz_@«. B | O i |
! , |
,__ w » “ R0y, uawdnqey

| | , H m | Ygnd uep | uwp sutaoud sem | |

L emsednRgopo [wndnd woRbwe | |



